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ABSTRAK

Penelitian hukum “Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi
Bebas dari Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di
DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta”, bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan demokrasi pada pemilihan umum kepala daerah secara serentak di
DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian untuk mengetahui
tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan
sehingga dapat mendorong negara secara maksimal agar bertanggung jawab untuk
mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilihan umum kepala
daerah untuk masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realitas di
lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data
berupa data primer yang merupakan data dari keterangan atau fakta yang
diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi
penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun
keterangan dari calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah atau tim
kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah DKI Jakarta
dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pihak-pihak terkait. Data sekunder
juga digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, internet, dan peraturan
perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan
hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara
melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan. bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis
hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa negara masih pasif dalam
melakukan tanggungjawabnya terhadap penggunakan politik identitas untuk
mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilihan umum kepala
daerah serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Tanggungjawab Negara, Demokrasi, Bebas dari Politik Identitas,

Pemilukada Serentak.
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ABSTRACT

The legal research “Responsibility of the state in realizing Democracy Free from
Identity Politics in the simultaneous general election of regional heads in DKI
Jakarta and the Special Region Of Yogyakarta”, aims to determine the
implementation of democracy in the simultaneous regional head elections DKI
Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, the to know the responsibility of
the state in realizing the aspired democracy so that it can encourage the state to the
maximum to be responsible for realizing democracy free from identity politics in
regional head elections for the future. This study uses an empiricial legal research
type, which is carried uot by examining the law in reality in the field or in reality
in society. The approach used in this legal research is to use a statutory approach,
a case approach, and a conceptual. The sourceof data is primary data whichis data
from information or facts obtained by the author directly through field research
from the research locations mentioned above, namely in the from of interviews or
information from candidates for regional heads and candidates for depurty
regional heads or campaign teams for regional head candidates. And deput
regional head in the DKI Jakarta area and the province of the Special of
Yogyakarta,and related parties. Secondary date are also used in this study namely
books, internet, and laws and regulation. Data collection techniques in this legal
writing research are carried out using primary data, namely by conducting
interviews (interviews) and literature studies. Primary legal materials and
secondry legl materials were analysed using the legal analysis method. The results
of this study indicate that the state is still passive In carrying out its
responsibilities in the use of identity politics to realizea democracy free from
identity politics in the simultaneous regional head elections in DKI Jakarta and the
Special Region of Yogyakarta.

Keywords : State Responsibility, Democracy, Freedom from Identity Politics,
Simultaneous Regional Head Elections.
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